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Penegakan Hukum Pemilu:
Penanganan Tindak Pidana Pemilu



LAW ENFORCEMENT





Hukum Pidana

1. Hukum publik relasi antara negara-warga.

2. Bentuk kejahatan objektif di antara ragam etika.

Misal:

membunuh=kejahatan, bagi semua konsep.

money politic dan cost politic, bisa relatif.

3. Pembuktian materil.

4. Ultimum remedium.

5. Stigma publik (penjara dan kurungan).



Hukum pidana sebagai relasi negara-warga

PUBPLIC LAW

PRIVATE ETICS



Tiga Pendapat Pidana Pemilu:

1. Pidana khusus

2. Sebatas penyelesaian/acara khusus
*berkait waktu tahapan pemilu yang singkat dan efek domino tahapan

3. Tak ada pidana/penyelesaian khusus



Pelanggaran Pemilu

• Pelanggaran administrasi, adalah pelanggaran yang berkaitan
dengan administrasi pemilu, diselesaikan oleh pengawas
pemilu;

• Pelanggaran pidana pemilu, adalah pelanggaran tentang tindak
pidana pemilu yang dirumuskan di dalam undang-undang
pemilu. Diselesaikan dengan sistem penanganan khusus di
dalam UU Pemilu dan UU Pilkada;

• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, adalah
pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggera pemilu, yang di
selesaikan oleh DKPP.



Desain Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia
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Masalah Penegakan Hukum Pemilu
• Kerangka hukum yang tidak komprehensif, tertinggal dari peristiwa, sulit untuk

dilaksanakan, dan tidak memberikan daya cegah dan efek jera.

• Hukum acara penyelenggaaraan yang rumit, tidak konsisten, dan menjauh dari tujuan
penegakan hukum dalam pemilu.

• Desain kelembagaan yang masih tumpang tindih, dan belum sejalan dengan tujuan
mewujudkan keadilan pemilu.

• Pengaturan yang terpisah antara Pemilu dan Pilkada membuat inkonsistensi dan 
penerapan standar yang berbeda.

• Beda tafsir antar institusi penegakan hukum pemilu (Sentra Gakkumdu, antar-
peradilan, misal pada kasus Mulan Jameela, Misriyani Ilyas, dkk).

• Waktu penanganan yang sempit.

• Terlalu banyak jalur menuju keadilan pemilu, padahal LITIS FINIRI OPERTET: Setiap
perkara harus ada akhirnya.

• Rasa aman masyarakat untuk melaporkan pelanggaran belum sepenuhnya hadir.



Ketentuan Pidana yang Makin Banyak



Waktu Penegakan Hukum Pidana Pemilu





Pengacau Kampanye: 
0,5 tahun kurungan & Rp 6 juta

Tindak/Sanksi Pidana Pemilu
Terendah & Tertinggi (UU 7/2017)

Membatalkan Kepesertaan: 
6 tahun penjara & Rp 100 miliar

Penyelenggara lalai terjadi 
tindak pidana saat kampanye

1,5th 
& 18J

Kesalahan petugas 
mengenai hasil pemilu

1th 
& 12J

Percetakan tak jaga rahasia 
dan keutuhan surat suara

2th 
& 5M

Percetakan tak jaga rahasia 
dan keutuhan surat suara

3th 
& 1M


